NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES PALANGKA RAYA
DENGAN
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

TENTANG
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DALAM PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN
USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

Nomor : HK.03.01/2.6/6367/2022
Nomor : 1245/518/DK-UKM.1

Pada hari ini, Selasa, tanggal Delapan bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di
Kota Palangka Raya, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Mars Khendra Kusfriyadi, STP., : Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Palangka
MPH Raya berdasarkan Surat Keputussan Menteri
Kesehatan Republik Indonesia Nomor
KP.03.03/IV/73/2022, tanggal 10 Januari 2022
berkedudukan di Jalan George Obos No.30,32
Palangka Raya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan
Palangka Raya, yang selanjutnya disebut PIHAK
) KESATU

2. Norhani, S.Sos, M.AP . Plt. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Kalimantan Tengah, berkedudukan di Jalan
Willem A. Samad No.7, Menteng, Kec. Jekan Raya,
Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73112, dalam
hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan

Tengah, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut “PARA PIHAK” dan
masing-masing disebut “PIHAK”.

Selanjutnya PARA PIHAK menyatakan sepakat mengadakan kerja sama kemitraan Tridarma Perguruan
Tinggi tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dalam bidang Keperawatan,
Kebidanan dan Gizi dalam mendukung pengembangan produk koperasi dan UMKM di Kalimantan
Tengah dengan memperhatikan dan mematuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
DASAR PELAKSANAAN

(1) Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 melandasi semangat pengabdian kepada masyarakat,
bangsa dan negara berdasarkan keinginan bersama untuk saling memperkuat institusi masing-
masing dalam melaksanakan hubungan kerja sama yang saling menguntungkan dalam rangka
peningkatan Tridarma Perguruan Tinggi.

(2) Undang-Undang Republik Indoneia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

(3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
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(4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

(5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RIi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama
Perguruan Tinggi.

(6) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional
Pendidikan Tinggi.

(7) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan
Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Pasal 2
KETENTUAN UMUM

Dalam nota kesepahaman ini, yang dimaksud dengan:

(1) Politeknik Kesehatan Kemenkes Palangka Raya adalah institusi pendidikan yang mempunyai tugas
pokok dan fungsi menyelenggarakan pendidikan professional, penelitian, dan pengabdian
masyarakat dalam bidang kesehatan. Mendidik calon tenaga kesehatan Ahli Madya Keperawatan
(Amd.Kep.) dan Sarjana Terapan Keperawatan (S.Tr.Kep.), calon tenaga kesehatan Ahli Madya
Kebidanan (Amd.Keb.) dan Sarjana Terapan Kebidanan (S.Tr.Keb.) dan Profesi Bidan (Bd.), calon
tenaga kesehatan Ahli Madya Gizi (Amd.Gz.) dan Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika (S.Tr.Gz.).

(2) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah adalah unsur pelaksana
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang
dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Daerah melalui Sekretaris Daerah.

(3) Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Palangka Raya adalah pimpinan teringgi pada Politeknik
Kesehatan Kemenkes Palangka Raya, yang bertanggung jawab tentang pengelolaan Politeknik
Kesehatan Kemenkes Palangka Raya.

- (4) Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah adalah pejabat
yang ditunjuk untuk memimpin dan mengepalai Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah.

(5) Pendidikan adalah kegiatan untuk menyiapkan peserta didik melalui pengajaran, bimbingan, praktik
klinik, praktik komunitas dan atau latihan sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya
manusia.

(6) Penelitian adalah suatu kegiatan objektif dalam usaha mengembangkan, serta menguji ilmu
pengetahuan berdasarkan atas prinsip-prinsip, teori-teori yang disusun secara sistematis melalui
proses yang intensif dalam ranah tatanan klinis maupun komunitas.

(7) Pengabdian masyarakat adalah pelaksanaan pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
budaya langsung pada masyarakat secara kelembagaan melalui metodologi ilmiah sebagai
penyebaran Tridarma Perguruan Tinggi serta tanggung jawab yang luhur dalam usaha
mengembangkan kemampuan masyarakat, sehingga dapat mempercepat laju pertumbuhan
tercapainya tujuan pembangunan nasional.

(8) Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang-perorangan dan atau badan usaha perorangan yang
memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam PP Nomor 7 Tahun 2021.

(9) Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang-
perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang
perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari
Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud
dalam PP Nomor 7 Tahun 2021.

(10)Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang
perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan
yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun ticlak langsung dengan Usaha
Kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah sebagaimana diatur dalam PP
Nomor 7 Tahun 2021.
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(11)Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi
dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi
rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Pasal 3
TUJUAN KERJA SAMA

(1) Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK, secara
optimal guna menunjang kebijakan pembangunan pelayanan bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil
dan Menengah yang berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Tengah.

(2) Mewujudkan hubungan yang saling menguntungkan, saling menghormati, dan saling mendukung
berdasarkan prinsip keadilan serta keseimbangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk mendukung
pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan profesional di Provinsi
Kalimantan Tengah.

(3) Mengkoordinasikan terselenggaranya kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Politeknik Kesehatan Kemenkes Palangka Raya agar selaras dengan pengembangan koperasi,
usaha mikro, kecil dan menengah di Provinsi Kalimantan Tengah.

Pasal 4
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

~ Ruang lingkup kerja sama ini meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan
pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat Politeknik Kesehatan Kemenkes Palangka Raya di
Wilayah Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kalimantan Tengah dalam peningkatan dan
pengembangan sumber daya tenaga pendidik dan kependidikan, pertukaran informasi serta pelayanan,
pengembangan, pembinaan dan pemberdayaan koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah di Kalimantan
Tengah.

Pasal 5
PELAKSANAAN KERJA SAMA

(1) Pelaksanaan kegiatan akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK sesuai dengan jenis kegiatan yang
akan dilaksanakan.

(2) PARA PIHAK menjamin dan tidak akan menyebarluaskan hasil-hasil kegiatan yang bersifat rahasia
kepada pihak manapun tanpa ijin tertulis dari PARA PIHAK.

(3) Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, PARA PIHAK akan
menuangkannya dalam perjanjian kerja sama penyelenggaraan kegiatan yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari nota kesepahaman ini.

(4) Untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, PARA PIHAK
menunjuk unit-unit terkait dengan memberikan kuasa kepada pimpinan unit terkait sesuai dengan
peraturan yang beriaku.
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Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila terdapat perbedaan pendapat atau perselisihan di antara para pihak mengenai pelaksanaan
ketentuan kesepakatan kerja sama ini maka para pihak sepakat untuk diselesaikan secara
musyawarah.

(2) Apabila tidak diperoleh penyelesaian dengan cara musyawarah, maka perselisinan tersebut
diusahakan penyelesaiannya oleh suatu Badan Arbitrase yang anggota-anggotanya terdiri dari 3
(tiga) orang; yaitu masing-masing satu wakil dari PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, serta
seorang wakil lagi yang ditunjuk oleh para pihak.

(3) Bila tidak diperoleh penyelesaian melalui arbitrase ini, maka pihak yang merasa dirugikan dapat
mengajukan perselisihan ini untuk diselesaikan melalui jalur hukum yang ada.

(4) Para pihak setuju untuk penyelesaian ini memilih tempat kedudukan yang tetap dan sah di Kantor
Pengadilan Negeri Palangka Raya.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

(1) Nota kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani bersama pada hari, tanggal, bulan dan
tahun tersebut di atas dengan jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dan atau
diubah maupun diakhiri berdasarkan kesepakatan para pihak.

(2) Apabila salah satu pihak bermaksud untuk memperpanjang atau mengakhiri nota kesepahaman ini,
harus menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa
berlakunya nota kesepahaman ini.

. (3) Nota kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan

perundangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kesepahaman

ini.

Pasal 8
~ MONITORING DAN EVALUASI

(1) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA baik secara bersama atau sendiri dapat melakukan monitoring
dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama yang akan dilakukan sesuai dengan jenis kegiatan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.

(2) Dalam hal monitoring dan evaluasi dilakukan sendiri oleh salah satu pihak, pelaksanaannya
dilakukan secara koordinatif oleh PARA PIHAK.

(3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pihak lain yang
terkait sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 9
FORCE MAJEURE

(1) Yang dimaksud Force Majeure dalam kesepakatan kerjasama ini adalah peristiwa-peristiwa yang
terjadi diluar kekuasaan para pihak yang berakibat tidak dapat dipenuhinya kesepakatan kerjasama
ini. Peristiwa dimaksud adalah gempa bumi, angin topan, banijir, kebakaran, tanah longsor,
pemberontakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada
kesepatan ini.
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(2) Apabila terjadi force majeure maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahu kepada
pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah terjadinya force majeure untuk
diselesaikan secara mufakat.

(3) Keadaan force majeure sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ini tidak menghapuskan
kesepakatan, dan berdasarkan kesiapan kondisi, para pihak dapat melangsungkan kerja sama
sebagaimana mestinya.

Pasal 10
PENUTUP

(1) Perubahan dan penambahan ketentuan dalam nota kesepahaman ini dilakukan melalui musyawarah
antara para pihak.

(2) Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksana nota kesepahaman ini para pihak mengadakan
evaluasi 2 (dua) kali dalam setahun.

Ditetapkan di . Palangka Raya
Pada tanggal : 8 November 2022

PIHAK KESATU PIHAK KEDU

Kalingantan Tengah

NS

N
Y.

NIP. 197508101997031004
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